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Menimbang

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPULAUAN MERANTI,

bahwa dalam rangka keseragaman serta mewujudkan
pengelolaan barang milik daerah secara memadai di
lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti,
maka terhadap Peraturan Bupati Kepulauan Meranti
Nomor 21 Tahun 2016 tentang Standar Operasional
Prosedur Pengelolaan Barang Milik Daerah Kabupaten
Kepulauan Meranti perlu dilakukan penyesuaian;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati
Kepulauan Meranti tentang Perubahan Atas Peraturan
Bupati Kepulauan Meranti Nomor 21 Tahun 2016 tentang
Standar Operasional Prosedur Pengelolaan Barang Milik
Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2009 tentang
Pembentukan Kabupaten Kepulauan Meranti di Provinsi
Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4968);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan  Perundang-undangan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang
Pedoman Penyusunan dan Penerapan Estandar Pelayanan
Minimal (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4585);
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Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2014 tentang
Penjualan Barang Milik Negera/Daerah Berupa Kendaraan
Perorangan Dinas (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5610);

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun
2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6523);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006
tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2007
tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan
Prasarana Kerja Pemerintahan Daerah;

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang
Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036),
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan
Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun
2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016
tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547)

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
1781);

Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor
04 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun
2014 Nomor 04);

Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 9
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti
(Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun
2016 Nomor 9) sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan
Meranti Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga
Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti
Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan
Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti
(Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun
2021 Nomor 5);



14. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 9
Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah
Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2021 Nomor 9);

15. Peraturan Bupati Kepulauan Meranti Nomor 110 Tahun
2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah
Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2021 Nomor 111);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS

PERATURAN BUPATI KEPULAUAN MERANTI NOMOR 21
TAHUN 2016 TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH KABUPATEN
KEPULAUAN MERANTI.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.
2.

3.

10.

11.

12.

Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti.

Bupati adalah Bupati Kepulauan Meranti sebagai pemegang kekuasaan
pengelolaan barang milik daerah.

Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti
selakuPengelolaBarang Milik Daerahyang selanjutnya disebut Pengelola
adalahpejabat yangberwenang dan bertanggung jawab melakukan koordinasi
pengelolaan barang milik daerah.

Pejabat Penatausahaan Barang Milik Daerahyang selanjutnya disebut Pejabat
Penatausahaan Barang adalah pejabat yang Dbertanggung jawab
mengkoordinasikan penyelenggaraan pengelolaan barang milik Daerah yang
ada padasatuan kerja perangkatDaerah dalam hal ini adalah Kepala Satuan
Kerja Perangkat Daerah (Kepala SKPD) yang mempunyai kewenangan
pengelolaan barang milik daerah selaku pejabat pengelola keuangan daerah.
Pengguna Barang Milik Daerahyang selanjutnya disebut Pengguna Barang
adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan barang milik Daerah dalam
hal ini adalah Kepala SKPDdi lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan
Meranti.

Kuasa Pengguna Barang Milik Daerah yang selanjutnya disebut Kuasa
Pengguna Barang adalah kepala unit kerja atau pejabat yang ditunjuk oleh
pengguna barang untuk menggunakan barang milik daerah yang berada
dalam penguasaannya dengan sebaik-baiknya.

Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang adalah pejabat yang melaksanakan
fungsi tatausaha barang milik daerah pada pengguna barang.

Pengurus Barang Milik Daerah yang selanjutnya disebut Pengurus Barang
adalah pejabat dan/atau jabatan fungsional umum yang diserahi tugas
mengurusbarang.

Pengurus Barang Pengelola adalah pejabat yang diserahi tugas menerima,
menyimpan, mengeluarkan, dan menatausahakan barang milik daerah pada
pejabat penatausahaan barang.

Pengurus Barang Pengguna adalah pegawai yang diserahi tugas menerima,
menyimpan, mengeluarkan, menatausahakan barang milik daerah pada
pengguna barang.

Pembantu Pengurus Barang Pengelola adalah pengurus barang  yang
membantu dalam penyiapan administrasi maupun teknis penatausahaan
barang milik daerah pada pengelolabarang.

Pembantu Pengurus Barang Pengguna adalah pengurus barang yang
membantu dalam penyiapan administrasi maupun teknis penatausahaan
barang milik daerah pada pengguna barang.
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Pengurus Barang Pembantu adalah yang diserahi tugas menerima,
menyimpan, mengeluarkan, menatausahakan dan mempertanggung jawabkan
barang milik daerah pada kuasa pengguna barang.

Panitia Pemeriksa Barang/Jasa adalah panitia yang diangkat oleh Bupati atas
usulan Kepala SKPD dan bertugas melaksanakan pemeriksaan realisasi
pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah.

Panitia Penaksir adalah panitia yang ditetapkan oleh Bupati dan bertugas
melaksanakan penelitian terhadap barang milik daerah yang akan
dipindahtangankan.

Panitia Penilai adalah panitia yang ditetapkan oleh Bupati dan bertugas
melaksanakan penelitian dan/atau penilaian terhadap barang milik Daerah
yang akan dipindahtangankan.

Barang Milik Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti yang selanjutnya disebut
sebagai Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh
atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan
Meranti atau perolehan lainnya yang sah (hibah, sumbangan, tukar menukar,
penyerahan dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi atau diperoleh
berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan), termasuk di
dalamnya adalah barang milik Daerah yang pengelolaannya berada pada
Perusahaan Daerah/Badan Usaha Milik Daerah/Yayasan Milik Daerah.
Standar Operasional Prosedur yang selanjutnya disingkat SOP adalah
pedoman atau acuan untuk melaksanakan tugas pekerjaan sesuai dengan
fungsi dan alat penilaian kinerja instansi pemerintah berdasarkan indikator-
indikator teknis administrative dan procedural sesuai dengan tatakerja,
prosedur kerja dan system kerja pada Unit Organisasi yang bersangkutan.

Unit Kerja adalah bagian SKPD yang melaksanakan satu atau beberapa
program.

Standarisasi adalah merupakan penentuan jenis barang dengan titik berat
pada keseragaman, kualitas, kapasitas dan bentuk yang memudahkan dalam
hal pengadaan dan perawatan yang berlaku untuk suatu jenis barang dan
untuk suatu jangka waktu tertentu.

Standarisasi sarana dan prasarana kerja pemerintahan Daerah adalah
pembakuan ruang kantor, perlengkapan kantor, rumah dinas dan kendaraan
dinas.

Penganggaran adalah penyusunan rencana keuangan yang dilakukan secara
terintegrasi untuk seluruh jenis belanja guna melaksanakan kegiatan
pemerintahan yang didasarkan pada prinsip pencapaian efisiensi alokasi dana.
Pengadaan barang milik daerah adalah kegiatan untuk melakukan pemenuhan
kebutuhan barang milik daerah dan jasa.

Hibah kepada Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti adalah penerimaan
Daerah secara sukarela yang merupakan pendapatan Daerah yang berasal
dari pemerintah negara asing, badan/lembaga asing, badan/lembaga
internasional, pemerintah, badan/lembaga dalam Negara atau perorangan
dalam peraturan ini berbentuk barang yang tidak perlu dibayar kembali.
Hibah didefinisikan juga sebagai penerimaan Daerah yang berasal dari
pemerintah negara asing, badan/lembaga asing, badan/lembaga internasional,
pemerintah, badan/lembaga dalam negeri atau perorangan dalam peraturan
ini berbentuk barang yang tidak perlu dibayar kembali.

Perencanaan kebutuhan adalah kegiatan merumuskan rincian kebutuhan
barang milik Daerah untuk menghubungkan pengadaan barang yang telah lalu
dengan keadaan yang sedang berjalan sebagai dasar dalam melakukan
tindakan yang akan datang.

Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah, yang selanjutnya disingkat RKBMD,
adalah dokumen perencanaan kebutuhan barang milik daerah untuk periode 1
(satu) tahun.

Penggunaan adalah kegiatan yang dilakukan oleh pengguna/kuasa pengguna
barang dalam mengelola dan menatausahakan barang milik Daerah sesuai
dengan tugas pokok dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang
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bersangkutan. Penggunaan juga merupakan penegasan pemakaian barang

milik daerah yang ditetapkan oleh Bupati kepada pengguna/kuasapengguna

barang sesuai tugas dan fungsi SKPD yang bersangkutan.

Pemanfaatan adalah pendayagunaan barang milik daerah  yang tidak

dipergunakan sesuai dengan tugas pokok dan fungsiSKPD dan/atau

optimalisasi barang milik daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan
dalam bentuk sebagai berikut:

a. sewa adalah pemanfaatan barang milik daerah oleh pihak lain dalam
jangka waktu tertentu dengan menerima imbalan uang tunai;

b. pinjam pakai adalah penyerahan penggunaan barang antara Pemerintah
Pusat dengan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti dan antar
Pemerintah Daerah dalam jangka waktu tertentu tanpa menerima imbalan
dan setelah jangka waktu tersebut berakhir diserahkan kembali kepada
Bupati;

c. kerja sama pemanfaatan yang selanjutnya disingkat KSP adalah
pendayagunaan barang milik Daeraholehpihak laindalam jangka waktu
tertentu dalam rangkapeningkatan pendapatan Daerah atau sumber
pembiayaan lainnya;

d. bangun guna serah yang selanjutnya disingkat BGS adalah pemanfaatan
barang milik Daerahberupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan
bangunandan/atau sarana berikut fasilitasnya, kemudian didayagunakan
oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu yang telah disepakati, untuk
selanjutnya diserahkan kembali tanah beserta bangunan dan/atau sarana
berikut fasilitasnya setelah berakhirnya jangka waktu;

e. bangun serah guna yang selanjutnya disingkat BSG adalah pemanfaatan
barang milik daerah berupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan
bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya dan setelah selesai
pembangunannya diserahkan untuk didayagunakan oleh pihak lain
tersebut dalam jangka waktu tertentu yang telah disepakati;

f. kerjasama penyediaan infrastruktur yang selanjutnya disingkat KSPI
adalah kerja sama antara pemerintah dan badan usaha untuk kegiatan
penyediaan infrastruktur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan;

g. penanggung jawab proyek kerjasama yang selanjutnya disingkat PJPK
adalah Bupati, atau badan usaha milik daerah sebagai penyedia atau
penyelenggara infrastruktur berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pengamanan adalah kegiatan/tindakan pengendalian dan penertiban dalam
upaya pengurusan barang milik daerah  secara fisik, administratif dan
tindakan hukum, sehingga barang milik Daerah tersebut dapat
dipergunakan/dimanfaatkan secara optimal serta terhindar dari penyerobotan
pengambil alihan atau klaim dari pihak lain.
Pemeliharaan adalah kegiatan atau tindakan agar semua barang selalu dalam
kedaan baik dan siap untuk digunakan secara berdaya guna dan berhasil
guna. Pemeliharaan dilakukan terhadap barang inventaris yang sedang dalam
unit pemakaian tanpa merubah, menambah atau mengurangi bentuk maupun
kontruksi asal, sehingga dapat dicapai pendayagunaan barang yang memenuhi
persyaratan baik dari segi unit pemakaian maupun dari segi keindahan.

Rencana pemeliharaan barang yaitu penegasan urutan tindakan atau

gambaran pekerjaan yang akan dilaksanakan terhadap barang inventaris, yang

dengan tegas dan secara tertulis memuat macam/jenis barang, jenis
pekerjaan, banyaknya atau volume pekerjaan, perkiraan biaya, waktu
pelaksanaan dan pelaksanaannya.

Penilaian adalah suatu proses kegiatan untuk memberikan suatu opini nilai

atas suatu objek penilaian berupa barang milik daerah pada saat tertentu yang

didasarkan pada data/fakta yang objektif dan relevan dengan menggunakan
metode/teknis penilaian.

Penilai adalah pihak yang melakukan penilaian secara independent

berdasarkan kompetensi yang dimilikinya.
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Penilai Pemerintah adalah Penilai Pemerintah Pusat dan Penilai Pemerintah

Daerah.

Pemindahtanganan adalah pengalihan kepemilikan barang milik Daerah yang

berupa sebagai berikut:

a. penjualan adalah pengalihan kepemilikan barang milik Daerah kepada
pihak lain dengan menerima penggantian dalam bentuk uang;

b. tukar menukarbarang milik daerahadalah pengalihan kepemilikan barang
milikdaerahyang dilakukan antara Pemerintah Kabupaten Kepulauan
Meranti dengan Pemerintah Pusat, antar Pemerintah Daerah, atau antara
Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti dengan pihak lain, dengan
menerimapenggantian utama dalambentuk barang, sekurang-kurangnya
dengan nilai seimbang;

c. hibah adalah pengalihan kepemilikan barang dari Pemerintah Kabupaten
Kepulauan Meranti kepada pemerintah pusat, antar Pemerintah Daerah,
atau dari Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti kepada pihak lain,
tanpa memperoleh penggantian;

d. penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti adalah
pengalihan kepemilikan barang milik daerah yang semula merupakan
kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk
diperhitungkan sebagai modal/saham Daerahpada Badan Usaha
MilikDaerah atau badan hukum lainnya.

Pemusnahan adalah tindakan memusnahkan fisik dan/atau kegunaan barang

milik daerah.

Penghapusan adalah tindakan menghapus barang milik Daerah dari daftar

barang dengan menerbitkan surat keputusan dari pejabat yang berwenang

untuk membebaskan pengelola barang, pengguna barang dan/atau kuasa
pengguna barang dari tanggung jawab administrasi dan fisik atas barang yang
berada dalam penguasaannya.

Penatausahaan adalah rangkaian kegiatan yang meliputi pembukuan,

inventarisasi dan pelaporan barang milik Daerah sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan.

Inventarisasi adalah kegiatan untuk melakukan pendataan, pencatatan dan

pelaporan hasil pendataan barang milik Daerah.

Barang inventaris adalah seluruh barang yang dimiliki oleh Pemerintah

Kabupaten Kepulauan Meranti yang penggunaannya lebih dari satu tahun dan

dicatat serta didaftar dalam Buku Inventaris.

Kodefikasi adalah pemberian pengkodean barang pada setiap barang invent

aris milik Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti yang menyatakan kode

lokasi dan kode barang.

Daftar Barang Pengguna yang selanjutnya disingkat dengan DBP adalah daftar

yang memuat data barang yang digunakan oleh masing-masing pengguna.

Daftar Barang Kuasa Pengguna yang selanjutnya disingkat DBKP adalah daftar

yang memuat data barang yang dimiliki oleh masing-masing kuasa pengguna.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

SOP pengelolaan barang milik daerah mempunyai maksud untuk pembakuan
dan menyeragamkan langkah dan tindakan yang diperlukan dalam pengelolaan
barang milik daerah sesuai peraturan perundang-undangan.

SOP pengelolaan barang milik daerah bertujuan untuk keseragaman
pelaksanaan pengelolaan dan pelaporan barang milik daerah yang transparan
dan bertanggung jawab.



BAB III
RUANG LINGKUP SOP PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH

Pasal 3

SOP pengelolaan barang milik daerah yang diatur dalam Peraturan Bupati ini
meliputi:
SOP Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah;
SOP Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Daerah;
SOP Pembukuan Barang Milik Daerah;
SOP Inventarisasi Barang Milik Daerah;
SOP Pencatatan dan Pelaporan Barang Milik Daerah;
SOP Standar Satuan Harga Barang;
SOP Pengamanan dan Pemeliharaan Barang Milik Daerah;
SOP Pemusnahan Barang Milik Daerah;
SOP Pengelolaan Dokumen Kendaraan Dinas;
SOP Penjualan Barang Milik Daerah;
SOP Pelaksanaan Lelang Aset Daerah;
SOP Hibah Barang Milik Daerah;
. SOP Persetujuan Sewa Barang Milik Daerah;
SOP Penghapusan BarangMilik Daerah.

BEIARTI SR ™00 T

Pasal 4
SOP Pengelolaan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3
tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari

Peraturan Bupati ini.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati

ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti.
Ditetapkan di Selatpanjang
pada tanggal 11 MARET 2022
BUPATI KEPULAUAN MERANTI,

TTD

MUHAMMAD ADIL

Diundangkan di Selatpanjang
pada tanggal 11 MARET 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI,
TTD
BAMBANG SUPRIANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI TAHUN 2022 NOMOR 38



